






Keuntungan Pemprov Jabar Menerbitkan Obligasi
Oleh : Sulaeman Rahman*)

Pemprov Jawa Barat akan menerbitkan obligasi pada tahun 2006. Pernyataan

tersebut disampaikan oleh Bapak Gubernur dalam sesi pemaparan Pemprov Jabar untuk

menjelaskan mengenai potensi ekonomi dan prospek investasi di Jawa Barat pada kegitan

Simposium yang dilaksanakan di Unpad Mei 2005 . Suatu kebanggaan bahwa sampai

sekarang belum ada satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia yang menerbitkan

obligasi. Dan rasanya pernyataan Bapak Gubernur mengenai rencana untuk menerbitkan

obligasi pemerintah daerah (municipal bond) menjadi daya tarik untuk dianalisis

keuntungan dari sisi pandangan ekonomi dan pembagunan Jabar ,  sehingga penerbitan

obligasi bukan merupakan hal yang dikhawatirkan karena ikut-ikutan atau ingin dianggap

lebih maju dibanding dengan daerah lain tanpa melihat aspek keuntungan bagi

masyarakat.

Otonomi Daerah dan Obligasi

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Adannya momentum otonomi

daerah, banyak pemerintah daerah yang mulai tertarik dan berlomba-lomba untuk

menjadikan daerahnya sebagai daerah otonom.

Sesuai UU No 22 tahun 1999 menjelaskan daerah otonom, selanjutnya disebut

Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Diperjelas pada PP no 84 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 1 point e, dinyatakan bahwa Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Otonomi daerah telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk

mengembangkan daerahnya dengan kemampuan yang dimilikinya. Pemerintah daerah
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